
BUPATI LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam menumbuhkan jiwa dan semangat gotong
royong serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan
bencana yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk
melindungi segenap warganya dan mewujudkan
kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 perlu mengatur penanggulangan bencana di
Kabupaten Lumajang;

b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis
Kabupaten Lumajang yang berpotensi terjadinya bencana,
baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun
oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan
korban jiwa;

c. bahwa bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat
menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya,
sangat perlu Pemerintah Daerah melakukan upaya
pengelolaan penanggulangan bencana secara interatif,
komprehensif, cepat, dan tepat serta berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3491);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor



42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4830);

18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang
Kampung Siaga Bencana;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003
tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsian di Daerah;

25. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang
Pengumpulan Sumbangan Sosial Untuk Korban Bencana;

26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1995 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;

27. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
1054/.K/12/MPE/2000 tentang Pedoman Mitigasi Bencana
Letusan Gunung Api.

28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Penanggulangan Bencana;

29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana
Siap Pakai;

30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara
Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
dan Santunan Duka Cita;

32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap
Darurat Bencana;

33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana;



34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Menejemen
Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Penanggulangan
Risiko Bencana;

36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan
Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data
Kebencanaan;

38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data
dan Informasi Bencana Indonesia;

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2010 tentang Penanggulangan Bencana di Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor
3 Tahun 2010 Seri E);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang
dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan
Pilihan;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG
dan

BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lumajang;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;



5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lumajang;

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;

8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan
wabah penyakit;

9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat dan teror;

10. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya
disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat
yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara
kewaspadaan dini masyarakat;

11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;

12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan
dan/atau mengurangi ancaman bencana;

13. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang
dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,
fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

14. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat
berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna
dan berdaya guna;

16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang;

17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun


